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WALI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan

dengan Peraturan Wali Kota;

bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi

Tengah  Nomor 188.342/822/Ro.Org perihal



Mengingat

persetujuan hasil fasilitasi rancangan Perkada
Kota Palu, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan

Peraturan Wali Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 14);



10.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota
Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah
diubah  dengan Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor S5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Palu Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Palu Nomor 8);

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 39 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2018 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor
39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Palu Nomor Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Palu
Tahun 2018 NomoR);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
20109.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Palu.

Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen
perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 merupakan
penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2018.
Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3
Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

BABIII : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH;DAN

BAB V : PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III,
Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII,
Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII,
Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran
XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII,
Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV Lampiran XXVI,
Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX,
Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV,
Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran
XXXVIII, Lampiran XXXIX, Lampiran XXXX, dan Lampiran XXXXI,



yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota

ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Palu.



Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

ASRI

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 21 Agustus 2018
WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan as' »
Kepala Bagian Hukur-

ROMY SANDI AGUNG

NIP.19740227 199903 1 004



